
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 37 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAS KMALAYA, 

a. bahwa dengan berlaku nya Peraturan Menteri Keu angan 
Nomor: 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 202 1 alam 
Rangka Mendukun g Penanganan Pandemi Coron Virus 

Disease 2019 COVID-19) dan Da paknya, Pemerintah 
Daerah Kabupaten asikmalaya mendapat perubah a n dana 
trans e yang ber u mber dari Dana Alokasi m m dan 
Dana Alokasi Kh su s ; 

b . bahwa dengan diterimanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembaka u (DBHCHT), adanya penyesuaian belanja yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusu s dan adanya 
penyes a ian pengurangan angga ill transfe Dana Alokasi 
Umum dari Pemerin tah, a danya pengutamaan kegiatan 
tertentu (ref ocussing) unt penangana n Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-1 9) serta terdapa t pergeseran 
anta r objek dan rincian objek belanja pada jen is belanja, 
kegiatan dan sub kegiatan yang sarna, seh ingga perlu 
dilakukan penyes aian atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 6 4 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran2021, program dan kegiatan yang dibiayai 
dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, dana 
darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, 
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup 
tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan 
mendahului 
Peru bah an 

penetapan 
Anggaran 

Peraturan 
Pendapatan 

Daerah 

dan 
tentang 
Belanja 

Daerah,dengan caramenetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 



Menging t 
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Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 atau ditampung 
dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah 
yang tidak melakukan peru bahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2021; 
d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapa at a Belanja Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 02 1 ; 

1. Undang-Undang Nom or 14 Tahun 19 
Pembentukan erah-Daerah Kabupaten 

en tang 

am 
ingkun n Provin si Djawa Barat (Berita Negara R p u blik 

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana t lah 
diubah dengan n dang-Un Nomor 4 Tah 1968 
tentang Pemben lkan Kabupaten rwakarta dan 

Kabupate Subang denga Mengubah Undan - ndang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pe bentukan aerah
Daerah a u paten da la 
(Le a R p Nomor 
31 , ' Le b' an Nomor 

2851); 

2, Undang- ndang ornor 17 n 2 3 te g K uangan 

Negara ( em baran Negara Repu b lik Indo esia Tah n 2003 

ha ,embar n Negara epubli I donesia 

3 , dang-Un ang No or Ta h u 2004 
ten tan g erb dah araan egara Lem ar n Negara Republik 

Indones 'a Tahun 2 04 Nom r 5, a mbahan Lembaran 

Negara Republik Ind nesia Nomor 435 ); 

4, ndang-Un dang mor 15 Tahu 2004 tentang 
Peme 'ksaan Peng lolaan dan Tangg gjawab Keuangan 
Negar (Le baran egara epubl' Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tam b han Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 

5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, am ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . erat ran Pem erin tah Nomor 7 1 Ta un 20 0 tentang 
Standar Akunta si Pemerintahan (Lernbar n egara 
Rep blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, T m b h an 
Lembaran Neg a ublik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pernerint ornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lern ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 19 Nomor 42, Tambaha Le baran 
Negara epublik I d nesia No or 6322); 

. Perat a Pre 'den ornor 113 Tahun 2020 tent' ng Rincian 
Anggara Pe a patan dan Negara Tahun 
Angg ran 2 21 m donesia Tahun 
2020 No or 266); 

11 . . eraturan en eri 9 c; h . n 2020 
tentang Pengutamaan Pen n an Aloka si Angg ra n untuk 

e . tan T rtent , Peru aha n Alokasi dan enggunaan 
Anggar n Pen apat n n Bel jc ae ah (Berita Negara 

publik I donesia Tahun 202 Nom r 581 ); 

12. erat r enteri alarn Negeri Nom r 4 Tahun 2020 
ten tang edoman Penyusun Angg an Pendapatan dan 
Belanja Daerah T hun A ggara 2021 (Berita Negara 
Republik Indo esia Tah n 2020 Nomor 8 8) ; 

1 . Pera tura Menteri Dalam Negeri omor 77 Tahun 2020 
ten tang Pe Tek s Pen gelolaan Keuangan 
Daerah( rita Negara Rep blik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

14. Peraturan Mente ' Keuangan Nomor: 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 149); 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/ 
4239/2021 ten tang Pemberian Insentif dan Santunan 
Kernatian bagi Tenaga Kesehatan yang rnenangani COVJD-

19; 



Menetapkan 

4 

16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 99Tahun 
2020 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabu a en Ta sikmalaya (Lembaran Da ah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

19. erat ra n Daerah Kab pa ten a ' malaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Re cana Pembangunan Jangka Men engah 
Dae (RPJMD) ab paten Tasikmalaya Tahun 20 6-2021 
(Lembaran Da a . Tabupaten Tasiktnalaya Tah n ,,016 

Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikm~ a Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Peru b han atas Peraturan Daera N mor 7 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan d S sunan P rangkat 
Daerah ingku n Pemerintah Kabupaten Ta si malaya 
(Le aran Ka a ten asikmala a a h u 2019 

o or 

21. Peratur Daerah K bupaten asikm- aya No or Tahun 

202 g gga Pe dapatan dan Belanja Daerah 
Kabu a te alaya T u Anggaran 2021 (Lembaran 
Daera h ab pate T sikmalaya un 2 20 Nomor 3); 

TURA 
PERA URA 

E TU "KA~ : 

I T ~ T NG P R BAHAN KED AN ATAS 
UP TI M 9 TAH N 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TASI MA AYA AH N ANGGARAN 
202 1. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2020 Nomor 79)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasa13 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp3.358.938.413.683 (tiga trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar 

sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus 

delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dan: 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Ketentuan Pasal 8 diu ,.... 1, h ' gga Pasal 8 rbuny ' ebagai berikut: 

Pasal8 

Anggnran belanja daerah tahun a ggaran 202 1 irencan ran sebesar 
R "' .4 2 .914.413.683 (tiga trilyu empat ratus tujuh puluh d fa ilyar 

sembilan ratus e p at belas juta "m at ratus tiga belas ribu ena ratus 

delapan puluh . a nLpiah) yang terdiri tas: 

a. 8 elanja perasl; 
b. t. elan' a modal; 
c. el' nja tidak terduga; an 
d. ela nja transfer. 

3. Keten tuan Pasal 9 diubah, seh' gg p. s 9 berbunyi seba a i be iku t : 

al9 

(1) Anggaran belanja operasi e a gai a a d 'maksud dalam Pasal 8 huruf a 
direncanakan se es< Rp2. 29 .570.7 0.72 (dua trilyun du ratus 

." .... embilan puluh tiga mily ar lima ratus tujuh p luh juta tujuh r tus ribu 

t l.Ljuh ratus dua pul~ 'h tu 'u h ru iah), ya terdi ' at 
a . Belan j pega.vai ; 

b. Belanja barang an ja sa; 
c. Belanja hibah; a 
d. Belanja bantuan so sial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dim a ksud pada a Ta t (1) huruf a 
direncanakan sebes r Rp 1.478.083.773.98 (satu trilyun empat ratus 

tujuh puluh delapan milyar delapan puluh nga juta tujuh ratus tujuh 

puluh nga ribu Sembilan ratus elap n puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp727.512.409.739(tujuh ratus dua puluh tujuh 

milyar lima ratus dua belas juta em pat ratus sembilan ribu tujuh ratus 

nga puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp87.974.517.000 (delapan puluh tujuh milyar 
sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) . 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan berkurang sebesar Rp2.500.000.000,OO (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sehinggabelanjabantuan sosial tidak dianggarkan. 
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4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal14 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan atas Penjabaran APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

2. Lampiran II 

Larnpiran III 

4. Lanlpiran IV 

5. am iran V 

6. Lc m pi an VI 

7. L:UIl . an VII 

8. La.m piran VIII 

9 . Lampiran IX 

10. Lampiran X 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Rindan APBD menurut 
Organisasi, Program, 
Kelompok , J enis Objek 

sa 1 e i . tahan Daerah, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Pendapa tan, Be a nja, dan 

Pembiayaan; 
Daftar Nama en erima, Alamat Penerima dan es an 

Hibah; 
Da tar Nama en e 'ma, Alamat Penerima dan Be an 

Bantuan Sosi 
Daftar Nama P nerima, Alamat Penerim 
Ban tu an Ke a n gan be sifat u m 

dan B saran 
dan ersifat 

Khusus; 

D tar Na a Pen e ~ a, Alamat Penerima an esaran 

be a .da ba i asil; 
R' d an an oml T usus Menu rut rusan 

le a erah, Organ isasi, rograrn, Kegiatan, 
Sl b Kegiatan , Kelompok, enis, Obje dan lnCIan 
Objek Pendapa tan, belanj a n Pern iayaan; 

Ri Ian B -S A rta bang r. ir y k B mi dan 

Pertam ang Ga s Al m/Ta b H-Mi yak dan 

B mi m e ru U usa 
o sa si, K gia 

rn ok, Je is, bjek 
Pen da atan, b ,Janja da Pembiay a n; 

Daerah, 
Kegiatan, 

Ri d an Objek 

Rincian Dan ambahan Infra tru tur Menurut 
rus n Pem eIinta :1 Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiat ,Su Kegiata , Kelo pok, Jenis, Objek dan 

Rincian Obj k Pe apata , belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebi 'akan Pemerintah Kabupaten pada 
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 

APBDdengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diu a gkan di Singaparna 
pada tanggal 9 Juli- 2021 

BERITA DAERAH KABUPATE TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 37, 


